BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Konsekuensi hukum pertanggungjawaban Direksi dalam RUPS yang telah
dinyatakan Acquit et de Charge oleh Pemegang Saham terkait dengan
penerbitan keputusan diskresi mengenai pengadaan barang/jasa yang
terindikasi mengalami kerugian di lingkungan Perusahaan Daerah yang telah
diubah menjadi PT adalah terdapat akibat hukum yang ditimbulkan dengan
diberikannya status “Acquit et de Charge” pada direksi, apabila memenuhi
ketentuan UUPT Pasal 97, Pasal 100 dan Pasal 101 dan laporan tahunan yang
memenuhi Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 UUPT serta tidak melanggar
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan diskresi yang dikeluarkan oleh
Direksi tersebut juga tidak bertentangan dengan Asas Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka Direksi tidak dapat dimintai
pertanggung jawaban atas keputusan yang telah diterbitkannya. Sepanjang
perbuatan tersebut berlandaskan fiduciary duty terhadap perseroan. Hal
tersebut dapat dibuktikan dengan menguji diskresi di Pengadilan Tata Usaha
Negara. Tetapi apabila keputusan Direksi tidak memenuhi ketentuan UUPT,
tidak memenuhi AAUPB, tidak secara sah memperoleh Acquit et de Charge
dalam RUPS dan terbukti terdapat unsur ‘memperkaya diri sendiri’ bagi
Direksi, maka Direksi dapat dimintai pertanggung jawaban baik secara
administrasi maupun secara pidana. Kemudian diskresi yang telah
dikeluarkannya dapat di cabut dan di berhentikan oleh RUPS karena telah

merugikan Perseroan.
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Prinsip Business Judgement Rule dalam kasus Bank Sumut tidak diterapkan
dengan baik dan benar. Anggota Direksi sepatutnya dibebaskan dari tanggung
jawab apabila terbukti bahwa kerugian yang dialami perseroan bukan karena
kesalahannya, dengan syarat direksi dapat membuktikan keputusan yang telah
dibuatnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perseroan (prinsip
Business Judgement Rule) dan juga AAUPB. Dengan menerapkan manajemen
risiko yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1), (2), dan
(3) UUPT, dimana berarti Direksi telah melaksanakan aturan Business
Judgement Rule, maka Direksi bisa menghindarkan diri dari tuntutan ganti
kerugian secara pribadi di kemudian hari. Namun, prinsip Business Judgement
Rule tidak secara mutlak dapat melindungi direksi yang melakukan kesalahan
dengan sengaja melanggar prinsip-prinsip perseroan dan terbukti telah
memperkaya diri sendiri. Tetapi sebaliknya, prinsip Business Judgement Rule
akan melindungi direksi yang beritikad baik dan mempunyai misi utama yaitu
untuk mencapai keadilan khususnya bagi para Direksi perseroan dalam
melakukan suatu keputusan bisnis yang dalam hal ini tidak terdapat
kepentingan pribadi yang dilakukan oleh Direksi dalam menjalankan

perseroan.

Saran

Konsistensi dari aparat penegak hukum dalam memahami pengertian keuangan
negara dan kekayaan negara yang dipisahkan sudah seharusnya diterapkan
dalam memutuskan suatu kasus. Serta melakukan revisi terhadap Undang-
Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-
Undang BUMN dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Karena hingga
saat ini aturan mengenai hal tersebut menyebabkan disharmonisasi yang tidak
jarang mengakibatkan kerugian bagi kedudukan BUMN/D. Sehingga sering
kali direksi BUMN/D terjerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,
padahal keputusan bisnis (diskresi) yang dilakukannya murni untuk
kepentingan perseroan dan tidak terbukti adanya unsur memperkaya diri

sendiri. Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memahami diskresi tersebut
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diuji pada Pengadilan Tata Usaha Negara oleh hakim administrasi. Jika direksi
terbukti sudah melakukan semua prosedur diskresi sesuai dengan aturan
pelaksanaannya (AAUPB), maka direksi tersebut tidak dapat dipersalahkan
dan dimintai pertanggung jawaban atas keputusan bisnisnya yang membawa
kerugian terhadap Persero, terlebih direksi sudah mendapatkan status acquit et
de charge yang secara mutlak dan sah diputuskan dalam RUPS.

. Hendaknya para penegak hukum mulai dari Pemerintah pusat hingga daerah,
Hakim pengadilan administrasi, Jaksa, Pengacara, Komisi Pemberantasan
Korupsi, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan memahami
serta memiliki keseragaman dalam mengartikan konsep badan hukum dan
risiko bisnis dalam suatu perusahaan. Menurut UUPT, Direksi dilindungi oleh
prinsip Business Judgment Rule. Namun pelaksanaan prinsip Business
Judgment Rule terhadap direksi BUMN/D mengalami beberapa ketidakpastian,
dikarenakan banyaknya pendapat yang berbeda dalam menafsirkan Undang-
Undang yang terkait. Maka dari itu untuk dapat melaksanakan prinsip tersebut
diperlukan pemahaman yang komprehensif dan baik, agar terdapat
penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan (khususnya UUPT)
mengenai prinsip ini agar tidak multitafsir. Sehingga terdapat kepastian pada
Direksi perseroan menjadi lebih jelas atas apa yang dapat dipersalahkan
terhadapnya dan apa yang harus dipertanggungjawabkan atas tindakannya

dalam mengeluarkan diskresi.
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